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Abstrak

Manfaat keberadaan hutan belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat karena
deforestasi. Perhutanan sosial merupakan salah satu kebijakan dalam mengatasi problem
tersebut. Dalam pelaksanan program perhutanan sosial, peran gender menjadi penting. Hal
ini juga sejalan dengan Tujuan SDGs ke 5 menyebutkan adanya Kesetaraan Gender.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran gender dalam pengelolaan kawasan
hutan. Penelitian ini dilakukan di Kelompok Tani Hutan (KTH) Alam Subur dan Ranu Makmur
di Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo dengan responden penelitian sebanyak 30
orang anggota Kelompok Tani Hutan (KTH). Data diolah dalam bentuk tabulasi dan dianalisis
secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam
pengelolaan kawasan hutan didominasi oleh laki-laki dengan alokasi waktu dalam bekerja
yaitu 65,9% dan alokasi waktu untuk perempuan sebesar 34,1%. Proses komunikasi
menjadi penting untuk menjembatani kendala struktural, sosial dan budaya agar relasi
gender ini tidakmenuju kepada relasi ketidakadilan peran.

Kata kunci: Perhutanan sosial, gender, SDGs, masyarakat desa hutan, kelompok tani hutan.

Abstract

The benefits of forests have not been fully realized by the community due to the
deforestation. Social forestry is one way for the government to solve this problem. Gender
play an important role in practice of social forestry program. Its related to goal number 5
from The Goals of Sustainable Development which concern for Gender Equality. We were
identified the role of gender in forest management. The research was conducted in Forest
Farmer Group of Alam Subur and Ranu Makmur, Gading District, Probolinggo Regency. The
data were collected from 30 member of forest farmer group as respondents. Its sprocessed
in tabulation form and analyzed descriptively. We found that the roles of men and women in
forest management are dominated by men and women time allocation for work amounting
to 65.9% and 34.1%, respectively. The communication process is important to bridge
structural, social and cultural barriers so that gender relations do not lead to relations of role
injustice.
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PENDAHULUAN

Hutan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai
manfaatyang dimilikinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat hutan
dapat dikategorikan dalam fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial. Hutan
berfungsi ekonomi karena hutan sebagai penghasil hasil hutan kayu dan non-kayu, fungsi
ekologi sebagai penyerap karbondioksida (CO2) kemudian menghasilkan oksigen (02)

untuk kehidupan dan sumber keanekaragaman hayati, serta fungsi sosial karena mampu
memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sumber pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat, sumber mata pencaharian, penelitian, dan lain sebagainya (Nisa et al., 2019).
Namun, kondisi hutan di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan
sehingga kebermanfaataannya pun tidak dapat dirasakan secara maksimal.

Aulia et al., 2023 menyebutkan bahwa deforestasi yang terjadi hampir di seluruh
wilayah di Indonesia tahun 2017-2021 dengan nilai rata-rata 2,54 juta Ha/tahun atau
setara dengan 6 kali luas lapangan sepakbola per menit, telah menggiring Indonesia pada
jurang krisis iklim. Kerusakan hutan mengancam kehidupan lebih dari 40 juta masyarakat
adat dan lokal yang menggantungkan hidupnya pada sumberdaya hutan (Marwiyah, 2014).
Masalah kerusakan hutan bukan hanya menjadi masalah sosial dan lingkungan lokal
Indonesia semata, melainkan menjadi permasalahan serius nasional dan global (Arif, 2016).
Programperhutanan sosial adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk
mengurangi terjadinya kerusakan kawasan hutan. Program ini bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap
berpedoman pada aspek kelestarian. Perhutanan sosial memungkinkan keterlibatan
masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam secara lestari (berkelanjutan) dan
meningkatkan keberlanjutan penghidupan mereka (Gunawan et al., 2022).

Kebijakan program perhutanan sosial lebih mengedepankan masyarakat sebagai
aktor utama dalam pengelolaan kawasan hutan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk
memperbaiki kebijakan yang telah ada sebelumnya dimana dari sekitar 125,9 juta hektar
kawasan hutan yang ada di Indonesia (KLHK, 2023), 42,25 juta hektar hutan dikelola oleh
swasta masyarakat dengan porsi pembagian yang tidak berimbang. Sekitar 95,76 persen
pengelolaan dilakukan oleh pihak swasta, dan hanya 4,14 persen saya yang pengelolaan
dan pemanfaatannya diberikan kepada petani lokal atau usaha mikro (KLHK, 2023). Data
yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (2024) menyebutkan
bahwa hingga Mei 2024, capaian program perhutanan sosial telah mencapai 7,08 juta
hektar dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 12,7 juta hektar, yang terdiri dari
10.232 unit persetujuan perhutanan sosial dengan melibatkan 1,3 juta kepala keluarga di
seluruh Indonesia. Pada bulan Juli 2017, KTH Alam Subur di Kabupaten Probolinggo seluas
47,2 Ha (27 KK) dan KTH Ranu Makmur seluas 83,9 Ha (45 KK) menerima Surat
Keputusan Izin

Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Saat ini, 2024, kedua KTH sedang
menggurus transformasi legalitas pengelolaan hutan dalam bentuk ijin  Hutan
Kemasyarakatan (HKm). Berdasarkan hasil observasi lapangan, pengelolaan HKm di kedua
KTH tersebut melibatkan laki-laki dan perempuan. Perlibatan laki-laki dan perempuan
dalam pengelolaan hutan memiliki manfaat yang sangat besar bagi kebijakan pengelolaan
hutan. Tujuan SDGs ke 5 menyebutkan adanya Kesetaraan Gender. Gender adalah
perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan
perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok
masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat (Puspitawati, 2013).
Bagaimana kesetaraan gender dalam pengelolaan KHm di lokasi penelitian belum pernah
dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi sosial-ekonomi masyarakat
dalam pengelolaan hutan dan mengetahui distribusi peran perempuan dan laki-laki dalam
kegiatan pengelolaan hutan di KTH Alam Subur dan KTH Ranu Makmur Probolinggo.
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METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KTH Alam Subur, Desa Kaliacar dan KTH Ranu Makmur, Desa
Ranuwurung, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Penelitian
dilaksanakan selama 6 (enam) bulan termasuk persiapan/observasi lapangan, pengambilan
data lapangan dan penyusunan tulisan yakni pada bulan Mei sampai dengan September
2024.

Gondosuli

Kampung Tarim &

Air Terjun Wali Anom &
Air Terjun Pancor &

Gambar 1. Peta lokasi penelitian

B. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Mixed method dalam pengumpulan data yaitu metode
kualitatif dan metode kuantitatif digunakan secara bersamaan. Metode kualitatif digunakan
untuk memperoleh data berbentuk deskripsi berupa kata-kata lisan atau tentang tingkah
laku manusia yang diamati. Metode kuantitatif digunakan untuk memperoleh data
berbentuk angka atau bilangan. Metode kuantitatif dalam penelitian ini untuk mengkaji
kondisi sosial- ekonomi dan menganalisis peran laki-laki dan perempuan dalam alokasi
waktu pada kegiatan pengelolaan kawasan hutan, dengan melihat waktu yang digunakan
oleh laki-laki maupun perempuan dalam melakukan kegiatan tertentu dalam pengelolaan
hutan. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, pengamatan langsung dan
wawancara terhadap responden. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari
berbagai sumber, data monografi desa serta sumber dari penelitian-penelitian terdahulu
yang terkait dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan telaah pustaka,
wawancara mendalam dengan informan kunci dan FGD (Focus Group Discussion). Data
pendukung seperti demografi dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat diperoleh dari data
Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo.

Objek penelitian adalah anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) yang terbagi menjadi 2
KTH yaitu KTH Alam Subur di Desa Kaliacar dan KTH Ranu Makmur di Desa Ranuwulung,
Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Alat dan bahan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah alat bantu wawancara berupa kertas kuesioner, alat tulis, alat
rekam atau recorder, kamera dan peta lokasi untuk mengetahui gambaran kondisi lokasi
penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah anggota KTH Alam Subur dan KTH Ranu
Makmur dimana jumlah anggota masing-masing KTH sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 1. Jumlah responden berdasarkan gender

Kelompok Tani Laki-laki Perempuan Jumlah (orang)
KTH Alam Subur 11 4 15
KTH Ranu Makmur 9 6 15
Total 20 10 30

Sumber: data primer (2024)

C. Pengolahan dan Analisis Data

Data diolah dengan analisis deskriptif untuk memperoleh gambaran peran gender
dalam pengelolaan kawasan hutan dan disajikan dalam bentuk tabel, meliputi data peran
laki-laki dan perempuan dalam pembagian alokasi waktu pada pengelolaan kawasan hutan.
Dengan melihat waktu yang digunakan oleh laki-laki maupun perempuan dalam
melaksanakan kegiatan tertentu dalam pengelolaan kawasan hutan dapat dihitung
denganmenggunakan rentang kriteria persentase penilaian sebagai berikut :

Persentase waktu yang digunakan laki-laki maupun perempuan pada pengelolaan
kawasan hutan

-
%Qt =37~ x100%

Keterangan:

%Qt : Persentase waktu yang digunakan laki-laki/perempuan (jam/tahun)

2Qt  :Jumlah waktu yang digunakan laki-laki/perempuan (jam/tahun)

2Qp :Jumlah waktu total yang digunakan laki-laki dan perempuan (jam/tahun)
(Diniyati &Achmad, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi eksisting yang terjadi saat ini adalah masyarakat telah memperoleh IPHPS
dan sedang melakukan proses Persetujuan Perhutanan Sosial Skema HKm, akan tetapi
masyarakat belum sepenuhnya melaksanakan hak dan kewajiban yang ada.
Masyarakat masihmelakukan aktivitas pengelolaan lahan hak kelola dengan menanam
tanaman semusim diantara tanaman pokok kehutanan.
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A. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Hutan

Data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan
bahwa sebagian besar masyarakat yang menetap di wilayah Kaliacar dan Ranuwulung
memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Keseharian mereka sebagai
petani yakni menggarap lahan garapannya sendiri, dan sebagai buruh tani yaitu bekerja di
lahan orang lain untuk memperoleh penghasilan tambahan. Pekerjaan ini dilakukan baik
oleh laki- laki maupun perempuan dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi
keluarga.

Rata-rata usia responden berada pada kondisi usia yang produktif yaitu di usia 15 -
64 tahun yakni sebanyak 93,33% responden seperti yang ditampilkan pada tabel 2. Hanya
6,67% responden yang masih aktif melakukan pengelolaan lahan di sekitar kawasan
hutan.

Dalam hal pendidikan, hampir sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan
yang rendah. Sebanyak 76,67% responden hanya mampu menyelesaikan pendidikannya
pada tingkat SD (Sekolah Dasar). Sebanyak 13,33% responden bahkan tidak mampu
menyelesaikan pendidikan SD. Responden yang memiliki tingkat pendidikan sedang (SMP-
SMA) hanya sebanyak 10% dari total keseluruhan responden. Tabel 3 menunjukkan
bahwa tingkat pendidikan sedang masih didominasi oleh laki-laki.

Tabel 2. Tingkat usia responden

No. Tingkat Usia (tahun) Laki-laki Perempuan Jumlah Persentas
e (%)

1 0-14 0 0 0 0

2 15 - 64 18 10 28 93.33

3 65 up 2 0 2 6.67

Sumber: Data diolah (2024)
Tabel 3. Tingkat pendidikan responden

No. Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah Persentas
e (%)

1 Tidak sekolah 4 0 4 13.33
2 Rendah, SD/Sederajat 13 10 23 76.67
3 Sedang, SMP-SMA 3 0 3 10
4 Tinggi, Perguruan Tinggi 0 0 0 0

Sumber: Data diolah (2024)

Luas total hutan yang terdapat di Kecamatan Gading yaitu 6.013,80 hektar dimana
seluas 2.434,90 hektar merupakan hutan lindung dan 3.578,90 hektar adalah hutan
produksi. Lahan yang dikelola oleh masyarakat merupakan lahan hak kelola dimana
sebagian besar responden memiliki lahan kelola masing-masing seluas £ 0.5 sampai
dengan 1 hektar. Luas lahan yang dikelola berpengaruh terhadap jumlah pendapatan
yang akan diperoleh, semakin luas lahan maka semakin besar pendapatan yang diterima
sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa
luas lahan yang dikelola petani akan mempengaruhi hasil yang didapatkan oleh petani
(Astari, 2015). Pemberian izin kelola melalui skema HKm dengan memberikan hak
pengelolaan luasan lahan yang selama ini telah mereka garap/persil (Susilo & Nairobi,
2019) memiliki dampak ekonomi yang positif dengan membuat petani hutan terlepas dari
jeratan kemiskinan yang ditunjukan dengan meningkatnya produksi, baik hasil hutan
maupun jasa lingkungan, meningkatnya pendapatan petani serta meningkatnya
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penyerapan tenaga kerja di lokasi tersebut (Kuncoro et al., 2018).

B. Peran Gender Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan

Dalam melakukan pengelolaan kawasan hutan, dibutuhkan peran serta laki-laki dan
perempuan misalnya pelibatan peran suami-istri dengan peran dan fungsinya masing-
masing dalam setiap kegiatan. Pelibatan laki-laki dan perempuan dilakukan dengan
pembagian peran berdasarkan kesepakatan internal keluarga dirasa belum optimal karena
adanya pengaruh faktor budaya serta nilai-nilai tradisional yang dianut oleh sekelompok
masyarakat dalam satu wilayah (Varghese & Reed, 2012). Pengaruh faktor-faktor tersebut
memunculkan perbedaan persepsi dalam pengelolaan hutan antara laki-laki dan
perempuan yang signifikan,

dimana laki-laki lebih mendominasi peran yang jauh lebih penting dan beragam
(Sunderland et al., 2014). Temuan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa segala
keputusan terkait pengelolaan lahan di Kabupaten Probolinggo didominasi oleh laki-laki.

Untuk mengetahui peran laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan hutan dapat
dilihat dari alokasi waktu kerja yang merupakan lamanya waktu yang dihabiskan oleh
responden untuk melakukan suatu pekerjaan dalam satuan waktu tertentu. Alokasi waktu
kerja dihitung dari responden melaksanakan suatu pekerjaan tertentu hingga pekerjaan
itu selesai dengan satuan jam/hari/tahun. Hasil yang diperoleh dari perhitungan alokasi
waktu kerja di KTH Ranu Makmur dan KTH Alam Subur terdapat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Persentase alokasi waktu kerja di KTH Ranu Makmur dan KTH Alam Subur

Responden Perencanaan Pengorganisasia Pelaksana Evaluas Total
(%) n(%) an(%) i(%) (%)
Laki-laki 65.6 55.6 67. 75 65.9
3
Perempuan 34.4 44.4 32. 25 34.1
7

Sumber: Data primer (2024)
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Gambar 2. Alokasi waktu yang digunakan pada beberapa aspek pengelolaan
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Hasil perhitungan menujukkan bahwa alokasi waktu dalam pengelolaan lahan yang
dilakukan di KTH Ranu Makmur dan KTH Alam Subur masih di dominasi oleh laki- laki di
semua bidang seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi dengan
total persentase untuk laki-laki sebesar 65,9% dan perempuan sebesar 34,1%. Dominasi
laki-laki dalam pengelolaan lahan cenderung dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya dan
struktural yang sudah mengakar kuat sejak dahulu.

Peran gender antara laki-laki dan perempuan dalam aspek perencanaan dibagi
menjadi peran analisis kebutuhan sumberdaya, pemetaan dan pengukuran, perencanaan
teknis dan pengembangan, koordinasi dengan pihak lain, identifikasi kebutuhan keluarga,
serta partisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan.

Hasil perhitungan alokasi waktu kerja pada aspek perencanaan yang terdapat pada
Tabel 1. menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi dengan persentase sebesar
65,6% dan perempuan sebesar 34,4%. Gambar 2. menunjukkan bahwa hampir sebagian
besar peran di dominasi oleh laki-laki. Hanya peran identifikasi kebutuhan keluarga yang
di dominasi oleh perempuan. Perempuan umumnya mendominasi peran identifikasi
kebutuhan keluarga karena perempuan cenderung lebih terlibat pemenuhan keperluan
rumah tangga (Cavendish, 2000) karena dianggap sebagai pengelola utama dan lebih
fokus dalam urusan rumah tangga.

Waktu pelaksanaan tertinggi pada aspek perencanaan terdapat pada kegiatan
perencanaan teknis dan pengembangan. Laki-laki memiliki jumlah jam kerja tertinggi pada
kegiatan ini yakni selama 27 jam. Sedangkan untuk jumlah jam terendah dalam aspek
perencanaan untuk perempuan terdapat pada kegiatan partisipasi dalam diskusi dan
pengambilan keputusan yang umumnya didominasi oleh laki-laki. Banyak penelitian
menyebutkan bahwa peran perempuan sering dikecualikan dari pengambilan keputusan
(Agarwal, 2001). Namun, beberapa penelitian juga beranggapan bahwa preferensi
bergantung pada konteks, dan preferensi wanita mungkin bahkan lebih dari preferensi
pria, yang membuat keputusan mereka lebih bervariasi (Croson dan Gneezy, 2009).

Baik respoden laki-laki maupun perempuan mengambil peran dalam alokasi waktu
untuk menuangkan pikiran mereka dalam pengelolaan lahan yang mereka kelola, hanya
saja responden laki-laki lebih dipercayai oleh responden perempuan dalam perencanaan
pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Dalam aspek pengorganisasian, peran gender antara laki-laki dan perempuan dibagi
menjadi peran koordinasi dan komunikasi, pembagian tugas dan pengelolaan sumberdaya,
penyuluhan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi serta manajemen administrasi. Hasil
perhitungan alokasi waktu kerja pada aspek pengorganisasian (Tabel 1.) menunjukkan
bahwa laki-laki masih mendominasi dengan persentase sebesar 55,6% dan perempuan
sebesar 44,4%. Gambar 2. menunjukkan bahwa hampir sebagian besar peran di dominasi
oleh laki- laki. Hanya peran penyuluhan dan pelatihan serta manajemen administrasi yang
di dominasi oleh perempuan. Perempuan lebih mendominasi karena dianggap lebih unggul
dalam ketelitian dan keterampilan.

Jumlah jam kerja tertinggi dalam aspek pengorganisasian untuk laki-laki terdapat
pada kegiatan pembagian tugas dan pengelolaan sumberdaya yakni selama 12 jam.
Kegiatan tersebut terdiri dari penataan tugas secara terstruktur baik dalam tim maupun
keluarga dengan mengalokasikan sumberdaya dan logistik yang efisien. Kahsay et al.,
(2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa partisipasi perempuan tidak banyak
terlibat dalam pengorganisasian karena partisipasi perempuan dalam pertemuan jauh
lebih lemah dan tidak kuat. Perempuan lebih banyak terlibat dalam tugas lain yang
dianggap lebih sesuai dengan peran mereka seperti menyediakan makanan bagi pekerja
laki-laki (Carr et al., 2021).

Keikutsertaan dalam organisasi hanya dalam lingkup rumah tangga seperti
pembagian peran baik responden laki-laki maupun perempuan dalam pengelolaan lahan

Vol. 18 No. 2 Oktober 2024 22
This work is licensed under a CC BY-SA


https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378021001424
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378021001424
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378021001424
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378021001424

Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah
p-ISSN : 1693-2617 e-ISSN : 2528-7613

maupun kegiatan diluar pengelolaan lahan. Kesamaan tujuan yaitu untuk meningkatkan
kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar dengan meningkatkan penghasilan pemilik
hutan kemasyarakatan dan kualitas produksi semakin mendukung kinerja dan
produktivitas para anggota untuk berkontribusi dalam organisasi (Nur et al., 2023).

Dalam aspek pelaksanaan, peran gender antara laki-laki dan perempuan dibagi
menjadi peran persiapan lahan, penanaman, pemupukan dasar, penyulaman, pemupukan
susulan, penyiangan dan pengendalian hama, serta pemanenan hasil. Perhitungan alokasi
waktu kerja pada aspek pelaksanaan yang terdapat pada tabel 1. menunjukkan bahwa
laki- laki masih mendominasi dengan persentase sebesar 67,3% dan perempuan sebesar
32,7%. Gambar 2. menunjukkan bahwa hampir sebagian besar peran di dominasi oleh
laki-laki. Hanya peran penyulaman yang pelaksanaan kegiatannya dapat dilakukan
bersama atau kolaborasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam aspek penanaman, laki-
laki lebih bertanggung jawab atas kegiatan yang berkaitan dengan fisik dan di sisi lain,
perempuan memainkan peran yang lebih besar dalam mengendalikan kegiatan
pendukung dan melakukan lebih sedikit pekerjaan fisik (Villamor et al., 2015).

Waktu pelaksanaan tertinggi pada aspek pelaksanaan untuk laki-laki terdapat pada
kegiatan penyiangan dan pengendalian hama yakni selama 138 jam. Kegiatan penyiangan
dan pengendalian hama di lahan yang luas seringkali memerlukan waktu pengerjaan yang
lama terutama apabila memasuki musim penghujan dan lahan yang luas sehingga
kegiatan tersebut dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Penyiangan merupakan
kegiatan penting untuk mengendalikan pertumbuhan gulma yang dapat bersaing dengan
tanaman pokok dalam mendapatkan nutrisi dan cahaya matahari (Siwu et al., 2024).
Jumlah jam terendah dalam aspek perencanaan untuk perempuan terdapat pada
pemupukan dasar yang dilakukan dengan penerapan pupuk pada lahan sesuai dengan
kebutuhan spesifik tanaman yang ditanam,

sehingga tidak memerlukan alokasi waktu yang sama banyaknya dengan kegiatan
yang lainnya. Dalam aspek evaluasi, peran gender antara laki-laki dan perempuan dibagi
menjadi peran pengumpulan data, informasi, analisis hasil kinerja, evaluasi berkala,
penyusunan laporan, rekomendasi serta implementasi tindak lanjut. Hasil perhitungan
yang terdapat pada tabel 1. menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi dengan
persentase sebesar 75% dan perempuan sebesar 25%. Pada aspek ini, keseluruhan peran
di dominasi oleh laki-laki seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.

Jumlah jam kerja tertinggi dalam aspek evaluasi untuk laki-laki terdapat pada
kegiatan diskusi dan evaluasi yakni selama 14 jam. Laki-laki memegang tanggung jawab
dalam peran manajerial teknis di lapangan yang sangat kompleks sehingga memiliki peran
dan keterlibatan yang dominan dalam diskusi dan evaluasi mendalam. Jumlah jam
terendah dalam aspek perencanaan untuk perempuan terdapat pada diskusi dan evaluasi.
Kegiatan ini umumnya menjadi tanggung jawab laki-laki dimana dalam pembagian peran
tradisional, laki- laki memimpin proses evaluasi dan diskusi strategis, sementara
perempuan lebih mengarah ke kegiatan praktis dan kegiatan pendukung lainnya.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa peran laki-laki masih dominan dalam
pengelolaan perhutanan social di KTH Alam Subur dan KTH Ranu Makmur. Peran ini dapat
dimaknai secara kodrati sebagai bentuk pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan
yang memang mempunyai kompetensi spesifik. Problem dapat timbul apabila terdapat
muncul ketidakadilan dalam proses relasi tersebut. Proses komunikasi dalam rumah
tangga menjadi penting karena unit kelola lahan dalam skema perhutanan sosial ini
adalah skala rumah tangga. Komunikasi ini dapat menjembatani proses struktural, sosial
dan budaya relasi gender secara harmonis.
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KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Kondisi sosial ekonomi masyarakat berada pada rentang usia produktif untuk
menghasilkan barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melakukan
pengelolaan lahan. Namun, pembagian peran gender dalam pengelolaan kawasan hutan
di Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo masih didominasi oleh peran laki-laki
dibandingkan dengan perempuan. Umumnya, peran perempuan cenderung terlibat dalam
pemenuhan rumah tangga dan kegiatan pendukung dalam pengelolaan kawasan hutan.

Alokasi waktu yang digunakan dalam pengelolaan lahan di Kecamatan Gading,
Kabupaten Probolinggo lebih di dominasi oleh laki-laki yaitu sebesar 65,9% dan
perempuan sebesar 34,1%.

B. Saran

Perlu adanya distribusi peran gender yang ideal dalam kegiatan pengelolaan
kawasan hutan sehingga masing-masing gender dapat berperan secara optimal dalam
memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan perekonomian rumah
tangga..
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